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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 56 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 

Tahun 2006, BPK-RI telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Simeulue Tahun Anggaran (TA) 2006 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten 

Simeulue. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran TA 

2006, Neraca per 31 Desember 2006, Laporan Aliran Kas TA 2006, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan TA 2006. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung 

jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada 

pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 

2006 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI. 

 

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI 

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu 

pemeriksaan laporan keuangan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-

bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan 

keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang 
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digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten 

Simeulue, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 

keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat. 

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue. Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan BPK-RI untuk melapokan kepada 

pihak berwenang yang terkait apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan, 

apabila dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, BPK-RI menemukan 

hal-hal tersebut.  Namun pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI tidak dirancang 

untuk secara khusus menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan.  Pemeriksaan BPK-RI 

tidak bertujuan menyatakan opini kepatuhan atas hal-hal tersebut. 

 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Simeulue TA 2006 meliputi 

pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2006, Pengaruh Transaksi TA 

2006 pada Neraca per 31 Desember 2006, dan Laporan Aliran Kas TA 2006. 

BPK-RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap saldo yang tersaji dalam Neraca 

per 31 Desember 2006. Oleh karenanya, BPK-RI hanya memberikan pendapat 

atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2006 dan Laporan Aliran Kas TA 2006. 

 

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, yang 

merupakan prinsip akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 

 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI mengungkapkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang 

berdampak material kepada penyajian Laporan Keuangan telah disajikan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2006 sebagai berikut : 

1. Realisasi Biaya Penunjang Operasional Bupati TA 2006 Melebihi Ketentuan 

Sebesar Rp184.160.000,00, sehingga merugikan Keuangan Daerah; 
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2. Pengeluaran Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp1.174.062.080,00 Tidak 

Sesuai Peruntukannya sehingga penggunaan Belanja Tidak Tersangka tidak 

tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah; 

3. Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal Sebesar 

Rp1.245.389.250,00 untuk Belanja Bantuan Pengamanan Tidak Sesuai 

Ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah. 

 

Menurut pendapat BPK-RI, kecuali atas hal-hal  yang diuraikan dalam paragraf di 

atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam 

semua hal yang material atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Simeulue TA 2006 dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2006 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI menemukan 

ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini 

telah BPK-RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 

10.II/LHP/XIV.9/6/2007, tanggal 22 Juni 2007 kepada Pemerintah Kabupaten 

Simeulue dan DPRD Kabupaten Simeulue.  

 

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan 

kondisi pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah     

BPK-RI muat dalam Laporan atas Pengendalian Intern Nomor 

10.III/LHP/XIV.9/6/2007, tanggal  22  Juni 2007. 

 

Banda Aceh,   27 April 2007 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh 

Pemimpin Tim,  

 

 

Mhd. Noor, SE. Ak. 

 Akuntan Reg. Neg. D- 13789 
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LAPORAN KEUANGAN POKOK 

1.  LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

TA 2006 
  (Dalam Rupiah) 

 

No. U r a i a n Anggaran 

 

Realisasi 

 

Selisih Anggaran 

Dengan Realisasi 
 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) 

I  PENDAPATAN 220.760.080.992,00 240.501.180.158,00 19.741.099.166,00 

1.1  PENDAPATAN ASLI DAERAH 950.342.929,00 4.506.462.515,00 3.556.119.586,00 

1.1.1  Pajak Daerah 161.000.000,00 686.888.620,00 525.888.620,00 
1.1.2  Retribusi Daerah 713.342.929,00 1.131.202.967,00 417.860.038,00 

1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 0,00 1.150.693.988,00 1.150.693.988,00 

1.1.4  Lain - lain Pendapatan Asli Daerah 76.000.000,00 1.537.676.940,00 1.462.753.940,00 
     

1.2  DANA PERIMBANGAN 219.809.738.063,00 235.994.717.643,00 16.184.979.580,00 

1.2.1  Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 38.790.738.063,00 52.826.508.425,00 14.035.770.362,00 
1.2.2 Dana Alokasi umum 149.309.000.000,00 149.309.000.000,00 0,00 
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 26.810.000.000,00 26.810.000.000,00 0,00 
1.2.4 Bantuan Keuangan Dari Propinsi 4.900.000.000,00 7.049.209.218,00 2.149.209.218,00 
     

II  BELANJA 228.095.219.650,00 176.426.756.901,00 51.668.462.749,00 

2.1 APARATUR DAERAH 88.338.940.651,00 83.561.637.222,00 4.777.303.429,00 

2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 66.989.404.605,00 64.264.583.764,00 2.724.820.841,00 

2.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 46.251.603.858,00 45.599.049.334,00 652.554.524,00 
2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.435.417.938,00 12.991.305.238,00 444.112.700,00 
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 5.220.508.260,00 3.753.431.750,00 1.467.076.510,00 
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 2.081.874.549,00 1.920.797.442,00 161.077.107,00 

2.1.2 
BELANJA OPERASI DAN 

PEMELIHARAAN 
15.893.361.377,00 14.305.150.291,00 1.588.211.086,00 

2.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 4.019.801.178,00 3.541.362.200,00 478.438.978,00 
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.292.796.072,00 5.748.779.918,00 544.016.154,00 
2.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 3.228.016.590,00 3.007.796.000,00 220.220.590,00 
2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 2.352.747.537,00 2.007.212.173,00 345.535.364,00 
2.1.3 BELANJA MODAL 5.456.174.669,00 4.991.903.167,00 464.271.502,00 

2.1.3.1 Belanja Modal Tanah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 
2.1.3.2 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 
2.1.3.3 Belanja Modal Instalasi 94.000.000,00 54.661.500,00 39.338.500,00 
2.1.3.4 Belanja Modal Jaringan 2.987.500,00 2.987.500,00 0,00 
2.1.3.5 Belanja Modal Bangunan Gedung 165.000.000,00 145.261.000,00 19.739.000,00 
2.1.3.6 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 2.906.116.000,00 2.876.406.000,00 29.710.000,00 

2.1.3.7 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah 
Tangga 1.966.913.043,00 1.637.593.063,00 329.319.980,00 

2.1.3.8 Belanja Modal Alat-alat Studio dan 
Komunikasi 286.158.126,00 252.034.104,00 34.124.022,00 

2.1.3.9 Belanja Modal Buku/Perpustakaan 20.000.000,00 7.960.000,00 12.040.000,00 
     

2.2 PELAYANAN PUBLIK 139.756.278.999,00 92.865.119.679,00 46.891.159.320,00 

2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 11.359.596.729,00 7.528.022.841,00 3.831.573.888,00 

2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 9.784.048.600,00 5.994.057.246,00 3.789.991.354,00 
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.557.378.129,00 1.529.390.595,00 27.987.534,00 
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1 2 3 4 5 = (4 - 3) 

2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 18.170.000,00 4.575.000,00 13.595.000,00 

2.2.2 
BELANJA OPERASI DAN 

PEMELIHARAAN 
33.996.183.510,00 28.513.411.326,00 5.482.772.184,00 

2.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 13.451.377.500,00 12.117.780.600,00 1.333.596.900,00 
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.134.164.598,00 9.715.362.911,00 3.418.801.687,00 
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 1.705.662.247,00 1.277.240.000,00 428.422.247,00 
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 5.704.979.165,00 5.403.027.815,00 301.951.350,00 
2.2.3 BELANJA MODAL 78.895.713.760,00 43.490.323.482,00 35.405.390.278,00 

2.2.3.1 Belanja Modal Tanah 7.379.892.019,00 6.628.296.920,00 751.595.099,00 
2.2.3.2 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 21.955.776.950,00 12.624.510.193,00 9.331.266.757,00 
2.2.3.3 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) 5.708.235.533,00 1.403.929.095,00 4.304.306.438,00 
2.2.3.4 Belanja Modal Instalasi 393.500.000,00 44.961.900,00 348.538.100,00 
2.2.3.5 Belanja Modal Jaringan 2.688.806.368,00 1.382.208.400,00 1.306.597.968,00 
2.2.3.6 Belanja Modal Bangunan Gedung 32.031.832.961,00 13.566.649.728,00 1.306.597.968,00 
2.2.3.7 Belanja Modal Monumen/Tugu 287.200.000,00 250.873.000,00 36.327.000,00 
2.2.3.9 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.174.614.039,00 1.012.401.839,00 162.212.200,00 
2.2.3.10 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 
2.2.3.11 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 2.256.973.125,00 1.932.683.500,00 324.289.625,00 

2.2.3.12 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah 
Tangga 2.641.427.827,00 2.415.309.907,00 226.117.920,00 

2.2.3.13 Belanja Modal Alat-alat Studio dan 
Komunikasi 116.011.000,00 116.011.000,00 0,00 

2.2.3.14 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 1.946.191.938,00 1.889.690.000,00 56.501.938,00 
2.2.3.15 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 90.724.000,00 0,00 90.724.000,00 
2.2.3.16 Belanja Modal Buku/Perpustakaan 48.000.000,00 47.450.000,00 550.000,00 

2.2.3.17 Belanja Modal Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 

2.2.3.18 Belanja Modal Hewan, Ternak dan Tanaman 166.068.000,00 164.888.000,00 1.180.000,00 

2.4 
BELANJA BAGI HASIL DAN 

BANTUAN KEUANGAN 
12.504.785.000,00 10.968.631.700 1.536.153.300,00 

2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Pemerintah Kab/Kota 5.797.190.000,00 4.856.289.250,00 940.900.750,00 

2.4.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Organisasi Kemasyarakatan 2.257.500.000,00 1.851.496.700,00 406.003.300,00 

2.4.6 Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Organisasi Profesi 4.379.050.000,00 4.224.420.750,00 154.629.250,00 

2.4.12 Bantuan Penunjang Operasional 71.045.000,00 36.425.000,00 34.620.000,00 
2.5 BELANJA TAK TERSANGKA 3.000.000.000,00 2.364.730.330,00 635.269.670,00 

     

  SURPLUS / (DEFISIT) (7.335.138.658,00) 64.074.423.257,00 (71.409.561.915,00) 

     

III PEMBIAYAAN 7.335.138.658,00 (64.074.423.257,00) 71.409.561.915,00 

3.1 PENERIMAAN DAERAH 32.835.138.658,00 17.776.400.565,00 (15.058.738.093,00) 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Lalu 32.835.138.658,00 17.776.400.565,00 (15.058.738.093,00) 

       

3.2 PENGELUARAN DAERAH 25.500.000.000,00 81.850.823.822,00 (56.350.823.822,00) 

3.2.2 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 25.500.000.000,00 25.500.000.000,00 0,00 

3.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Berjalan 0,00 56.350.823.822,00 (56.350.823.822,00) 
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2. LAPORAN ARUS KAS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE 

LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2006  

    

    

I ARUS KAS DARI AKTIVITAS 

OPERASI 

  

    

1. ARUS KAS MASUK   

 1.1. Pajak Daerah 686.888.620,00   
 1.2. Retribusi Daerah 1.131.202.967,00   

 
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 1.150.693.988,00   

 1.4. Lain-lain PAD yang Sah 1.537.676.940,00  

 
1.5. Transfer Pemerintah Pusat – Dana 
       Perimbangan 

 
228.945.508.425,00   

 1.6. Transfer Pemerintah Provinsi     7.049.209.218,00 0 

Jumlah 240.501.180.158,00   

    

2. ARUS KAS KELUAR   
 2.1. Belanja Pegawai    67.252.249.380,00   
 2.2. Belanja Barang    47.358.918.842,00   
 2.3. Belanja Subsidi      4.892.714.250,00  
 2.4. Belanja Bantuan Sosial      6.075.917.450,00   
 2.5. Belanja Tak Terduga      2.364.730.330,00   

 Jumlah 127.944.530.252,00   

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 112.556.649.906,00   
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II ARUS KAS DARI AKTIVITAS 

INVESTASI ASET NON KEUANGAN 
  

    

1. ARUS KAS KELUAR   

 1.1. Belanja Tanah      6.643.296.920,00   
 1.2. Belanja Peralatan dan Mesin    12.138.129.413,00   
 1.3. Belanja Gedung dan Bangunan    13.962.783.728,00   
 1.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan    15.513.258.588,00   
 1.5. Belanja Aset Tetap Lainnya         224.758.000,00   

 Jumlah    48.482.226.649,00   

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset 

Non Keuangan 
(48.482.226.649,00)  

    

III ARUS KAS DARI AKTIVITAS 

PEMBIAYAAN 
  

    

1. ARUS KAS KELUAR   

 1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 25.500.000.000,00  

 Jumlah 25.500.000.000,00  

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (25.500.000.000,00)  

   

IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON 

ANGGARAN 
  

    

1. ARUS KAS MASUK   

 1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 13.129.960,00   
 1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya 650.000.000,00   

 Jumlah 663.129.960,00   

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 663.129.960,00  

    

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA 
PERIODE 

 
39.237.553.217,00  

 

SALDO AWAL KAS DI BUD/KAS DAERAH  
17.776.400.565,00 

 

 SALDO AKHIR KAS 57.013.953.782,00  
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PENJELASAN POS-POS DALAM LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2006  
 

    

   

A AKTIVITAS OPERASI    

I ARUS KAS MASUK  240.501.180.158,00  

1. Pajak Daerah 

Terdiri Dari: 

       686.888.620,00   

 � Pajak Hotel 5.770.000,00  

 � Pajak Restoran 20.200.000,00  

 � Pajak Hiburan 1.724.000,00  

 � Pajak Reklame 28.260.000,00  

 � Pajak Penerangan Jalan 111.934.030,00  

 � Pajak Pengambilan Bahan Galian 
Golongan C 

 
519.000.590,00 

 
    

2. Pendapatan Retribusi Daerah 

Terdiri Dari: 

     1.131.202.967,00  

 � Retribusi Pelayanan Kesehatan 63.396.190,00  

 � Retribusi Pelayanan Sampah 57.301.000,00  

 � Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte 
Catatan Sipil 

 
2.720.000,00 

 

 � Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan 16.000.000,00  

 � Retribusi Pelayanan Pasar 39.925.000,00  

 � Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan 
Derah 

 
85.083.330,00 

 

 � Retribusi Jasa Usaha terminal 20.014.200,00  

 � Retribusi Jasa Usaha tempat khusus Parkir  
0,00 

 

 � Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak  
72.220.000,00 

 

 � Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan 
Kapal 

 
19.287.980,00 

 

 � Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di 
atas Air 

 
49.476.600,00 

 

 � Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 65.400.000,00  

 � Retribusi Izin Gangguan 22.318.000,00  

 � Retribusi Izin Trayek 200.000,00  
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 � Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan 

Tanah 
 

15.000.000,00 
 

 � Retribusi Air Bersih 16.460.000,00  

 � Retribusi Hasil Bumi dan Industri 586.400.667,00  

 � Retribusi Lalu Lintas Angkutan Jalan 
(LLAJ) 

 
0,00 

 

    

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Terdiri Dari: 

 

1.150.693.988,00 

 

 � Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 1.150.693.988,00  
    

4. Lain-lain PAD Yang Sah 

Terdiri Dari: 

1.537.676.940,00  

 � Penerimaan Jasa Giro 619.227.865,00  

 � Penerimaan Bunga Deposito 216.630.136,00  

 � Sumbangan Pihak Ketiga 48.859.930,00  

 � Biaya Pengambilan Dokumen Tender 4.750.000,00  

 � Air Port Tax Lasikin 51.691.100,00  

 � Biaya Pengurusan Ijin Usaha Jasa 
Konstruksi (IUJK) 

 
17.350.000,00 

 

 � Biaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha 
(SITU) 

 
63.565.909,00 

 

 � Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) 

 
6.200.000,00 

 

 � Biaya Pengurusan Akte Badan Hukum 
Koperasi 

 
1.750.000,00 

 

 � Biaya Sandar Kapal 0,00  

 � Biaya TDP 1.500.000,00  

 � Pendapatan Lain-lain Yang Sah 506.152.000,00  
    

5. Transfer Pemerintah Pusat – Dana 

Perimbangan 

Terdiri Dari: 

228.945.508.425,00  

 � Bagi Hasil Pajak 15.551.713.154,00  

 � Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 
Alam 37.274.795.271,00  

 � Dana Alokasi Umum 149.309.000.000,00  

 � Dana Perimbangan Belanja Pegawai 0,00  
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 � DAK Non Reboisasi 26.810.000.000,00  
    

6. Transfer Pemerintah Provinsi 

Terdiri Dari: 

7.049.209.218,00  

 � Bagi Hasil Pajak Provinsi 938.124.018,00  

 � Bantuan Keuangan Dana Pendidikan 6.111.085.200,00  

 
 

II ARUS KAS KELUAR  127.944.530.252,00  

1. Belanja Pegawai 

Terdiri Dari: 

67.252.249.380,00  

 � Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD 1.775.750.639,00  

 � Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil 
Kepala Daerah 309.160.000,00  

 � Gaji dan Tunjangan Pegawai 41.343.928.695,00  

 � Biaya Perawatan dan Pengobatan 95.000.000,00  

 � Biaya Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 8.069.267.246,00  

 � Honorarium/Upah 6.481.157.300,00  

 � Uang Lembur 16.500.000,00  

 � Insentif 9.161.485.500,00  

 � Biaya Operasional 0,00  

    

2. Belanja Barang dan Jasa 

Terdiri Dari: 

47.358.918.842,00  

 � Biaya Bahan Habis Pakai Kantor 2.584.577.048,00  

 � Biaya Bahan/Material 2.627.857.524,00  

 � Biaya Jasa Kantor 4.326.286.237,00  

 � Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan 
Kantor 2.793.500.135,00  

 � Biaya Jasa Pihak Ketiga 10.139.942.130,00  

 � Biaya Sewa Kantor 558.290.000,00  

 � Biaya Makanan dan Minuman Kantor 5.620.281.888,00  

 � Biaya Pakaian Dinas 726.414.300,00  

 � Biaya Pakaian Kerja 607.689.400,00  

 � Biaya Perjalanan Dinas 8.043.042.750,00  

 � Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.203.149.650,00  
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 � Biaya Pemeliharaan Instalasi 0,00  

 � Biaya Pemeliharaan Jaringan 0,00  

 � Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.026.106.945,00  

 � Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 2.498.818.780,00  
 � Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan 

Rumah Tangga 522.104.535,00  
 � Biaya Pemeliharaan Hewan Ternak dan 

Tanaman 19.171.520,00  
 � Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan 

Komunikasi 61.686.000,00  
  

 
  

3. Subsidi 

Terdiri Dari: 

4.892.714.250,00  

 � Bantuan Keuangan Kepada Instansi 
Vertikal 4.892.714.250,00  

  
 
 

  

4. Bantuan Sosial 

Terdiri Dari: 

6.075.917.450,00  

 � Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 
Desa/Kelurahan 0,00  

 � Bantuan Keuangan Kepada Organisasi 
Kemasyarakatan 1.851.496.700,00  

 � Bantuan Radio Pemda 0,00  

 � Bantuan Keuangan Kepada Mahasiswa 
Pasca Tsunami 0,00  

 � Bantuan Keuangan Kepada Organisasi 
Profesi 4.224.420.750,00  

 � Bantuan FKKI 0,00  
 � Bantuan Keuangan Kepada Organisasi 

Politik 0,00  
    

5. Belanja Tak Terduga 

Terdiri Dari: 

2.364.730.330,00  

 � Belanja Tidak Tersangka  2.364.730.330,00  

    

B AKTIVITAS INVESTASI ASET NON 

KEUANGAN  
 

I ARUS KAS KELUAR  48.482.226.694,00  

1. Belanja Tanah 

Terdiri Dari: 

6.643.296.920,00  

 � Belanja Modal Tanah Perkebunan 15.000.000,00  
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 � Belanja Modal Hutan 0,00  

 � Belanja Modal Alang Alang dan Padang 
Rumput 0,00  

 � Belanja Modal Tanah Bangunan Gedung 6.628.296.920,00  
   

 

2. Belanja Peralatan dan Mesin 

Terdiri Dari: 

12.138.129.413,00  

 � Belanja Modal Alat Angkutan Darat 
Bermotor 3.288.331.839,00  

 � Belanja Modal Alat Angkutan Darat tidak 
Bermotor 1.700.000,00  

 � Belanja Modal Alat Angkutan Apung 
Bermotor 598.776.000,00  

 � Belanja Modal Alat Bengkel  Bermesin 0,00  

 � Belanja Modal Alat Bengkel Tidak 
Bermesin 6.000.000,00  

 � Belanja Modal Alat Pengolahan 1.912.096.000,00  

 � Belanja Modal Alat Pemeliharaan 
Tanaman/Penyimpanan 20.587.500,00  

 � Belanja Modal Meja dan Kursi 1.076.920.031,00  

 � Belanja Modal Alat Kantor 816.589.776,00  

 � Belanja Modal Alat Rumah Tangga 890.219.863,00  

 � Belanja Modal Komputer 1.269.173.300,00  

 � Belanja Modal Alat Studio  204.660.104,00  

 � Belanja Modal Alat Komunikasi 163.385.000,00  

 � Belanja Modal Alat-alat Kesehatan 1.889.690.000,00  
    

3. Belanja Gedung dan Bangunan 

Terdiri Dari: 

13.962.783.728,00  

 � Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja 10.595.972.629,00  

 � Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal 280.905.000,00  
 � Belanja Modal Bangunan Kegunaan Lain 2.835.033.099,00  
 � Belanja Modal Rambu-rambu 250.873.000,00  
    

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Terdiri Dari: 

15.513.258.588,00  

 � Belanja Modal Jalan 12.525.757.193,00  

 � Belanja Modal Jembatan 98.753.000,00  

 � Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.403.929.095,00  
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 � Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Baku 0,00  
 � Belanja Modal Instalasi Air Minum/Bersih  13.497.500,00  
 � Belanja Modal Instalasi Air Kotor  44.961.900,00  

 � Belanja Modal Instalasi Listrik  41.164.000,00  

 � Belanja Modal Jaringan Air Minum  845.708.400,00  

 � Belanja Modal Jaringan Telpon 0,00  

 � Belanja Modal Jaringan Listrik 539.487.500,00  
    

5. Belanja Aset Tetap Lainnya 

Terdiri Dari: 

224.758.000,00  

 � Belanja Barang-barang Perpustakaan 0,00  

 � Belanja Modal Hewan 85.200.000,00  

 � Belanja Modal Tanaman 79.688.000,00  

 � Belanja Modal Buku 55.410.000,00  

 � Belanja Modal Barang Bercorak 
Kebudayaan 4.460.000,00  

    

C AKTIVITAS PEMBIAYAAN   

I ARUS KAS KELUAR   

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Terdiri Dari: 

25.500.000.000,00  

 � Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 25.500.000.000,00  
    

D AKTIVITAS NON ANGGARAN   

I ARUS KAS MASUK   

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Terdiri Dari: 
13.129.960,00  

 � Utang PPh Pasal 21 1.740.182,00  
 � Utang  PPh Pasal 22 11.389.778,00  
 

   

2. Utang Jangka Pendek Lainnya 

Terdiri Dari 
650.000.000,00  

 � Utang Lain-lain  650.000.000,00  
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3. NERACA 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE 

NERACA DAERAH 

Per 31 Desember 2006 dan 2005 

  TAHUN 2006 

(Rp) 
 

TAHUN 2005 

(Rp) 

I ASET    
     

1. ASET LANCAR    

 1.1   Kas di Kas Daerah 56.780.505.432,00  17.776.400.565,00 

 1.2   Kas di Bendahara Pengeluaran 233.448.350,00  0,00 

 1.3   Persediaan  0,00  68.575.666,00 

Jumlah Aset Lancar 57.013.953.782,00  17.844.976.231,00 

2. INVESTASI JANGKA PANJANG    

 2.1   Investasi Permanen 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

3. ASET TETAP    

 3.1   Tanah 36.798.366.398,00  28.807.069.478,00 

 3.2   Peralatan dan Mesin 61.213.736.544,00  49.101.194.631,00 

 3.3   Gedung dan Bangunan 89.311.598.868,00  78.176.032.169,00 

 3.4   Jalan, Irigasi dan Jaringan 115.082.242.890,00  100.014.374.163,00 

 3.5   Aset Tetap Lainnya 2.311.228.330,00  2.086.470.330,00 

 3.6   Kontruksi Dalam Pengerjaan 7.843.473.517,00  5.893.279.127,00 

 Jumlah Aset Tetap 312.560.646.547,00  264.078.419.898,00 

4. ASET LAINNYA    

 4.1   Aset Lain-lain 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 Jumlah Aset Lainnya 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 JUMLAH ASET 468.079.600.329,00  354.928.396.129,00 
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  TAHUN 2006 

(Rp) 
 

TAHUN 2005 

(Rp) 

II KEWAJIBAN    
     

5.  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    

 5.1   Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 13.129.960,00  0,00 

 5.2   Utang Jangka Pendek Lainnya 650.000.000,00  0,00 

 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 663.129.960,00  0,00 

 JUMLAH KEWAJIBAN 663.129.960,00  0,00 

    

III EKUITAS DANA   
    

6. EKUITAS DANA LANCAR    

 

6.1   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) 
56.350.823.822,00  17.776.400.565,00 

 6.2   Cadangan Piutang 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 6.3   Cadangan Persediaan  0,00  68.575.666,00 

 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 58.290.823.822,00  19.784.976.231,00 

7. EKUITAS DANA INVESTASI    

 

7.1  Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka 

Panjang 
96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

 7.2  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 312.560.646.547,00  264.078.419.898,00 

 7.3  Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya   0,00  0,00 

 Jumlah Ekuitas Dana Investasi 409.125.646.547,00  335.143.419.898,00 

 JUMLAH EKUITAS DANA 467.416.470.369,00  354.928.396.129,00 

 JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS DANA 
468.079.600.329,00  354.928.396.129,00 
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PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE 

PENJELASAN POS-POS NERACA  

Per 31 Desember 2006 dan 2005 

 

  
TAHUN 2006 

( Rp ) 
 

TAHUN 2005 

( Rp ) 
    

1.1 Kas di Kas Daerah  56.780.505.431,00  17.776.400.565,00 

 Merupakan saldo kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2006 

dan 2005 dengan rincian sebagai berikut: 

 � Uang Tunai 0,00  0,00 

 � Bank BPD Aceh 15.077.370.565,00  7.635.522.282,00 

 � Bank Syariah Mandiri 21.039.324.553,00  5.946.670.346,00 

 � Bank BRI 1.954.053.674,00  1.694.207.937,00 

 � Deposito Berjangka 1 Bulan  2.500.000.000,00  2.500.000.000,00 

 � Kasbon 16.209.756.640,00  0,00 

 Jumlah  56.780.505.432,00  17.776.400.565,00 

 

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran  233.448.350,00  0,00 

 Merupakan saldo kas dan setara kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2006 dan 

2005, yaitu sisa kas pada Bendahara Pengeluaran:  

 � Bagian Pemerintahan (Setdakab) 5.400.000,00  0,00 

 � Sekretariat DPRD  72.075.000,00  0,00 

 � Komisi Independen Pemilihan (KIP) 155.973.350,00  0,00 

 Jumlah  223.448.350,00  0,00 

 

1.3 Persediaan  0,00  68.575.666,00 

 Merupakan saldo barang habis pakai pada Dinas/Badan/Kantor per 31 Desember 2006 dan 

2005 dengan rincian sebagai berikut:  

 � Persedian Alat Tulis Kantor 0,00  25.420.666,00 

 � Persedian Barang Lainnya 0,00  43.155.000,00 

 Jumlah  0,00  68.575.666,00 
     

2.1 Investasi Permanen 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

 Merupakan saldo investasi pada perusahaan-perusahaan daerah per dan 31 Desember 2006 

dan 2005 dengan rincian sebagai berikut: 

 � PT. Bank BPD Aceh 8.565.000.000,00  6.065.000.000,00 

 � PD. Kabupaten Simeulue 88.000.000.000,00  65.000.000.000,00 

 Jumlah 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 
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3.1 Tanah 36.798.366.398,00  28.807.069.478,00 

 Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian sebagai berikut: 

 � Tanah Kantor 7.581.900.588,00  5.235.841.668,00 

 � Tanah Rumah Sakit  1.168.615.000,00  349.940.000,00 

 � Tanah Rumah Dinas 2.119.570.887,00  1.356.445.887,00 

 � Tanah Lahan Pertanian 3.000.000,00  3.000.000,00 

 � Tanah Lahan Perkebunan 32.145.000,00  17.145.000,00 

 � Tanah Sekolah 2.313.177.374,00  1.781.339.374,00 

 � Tanah Pabrik/Bengkel/Studio 350.798.000,00  350.798.000,00 

 � Tanah Sarana Olah Raga 101.351.800,00  101.351.800,00 

 � Tanah Kegunaan Lainnya 23.127.807.749,00  19.611.207.749,00 

 Jumlah  36.798.366.398,00  28.807.069.478,00 

 

3.2 Peralatan dan Mesin 61.213.736.544,00  49.101.194.631,00 

 Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 � Alat-alat Besar 5.436.042.949,00  5.436.042.949,00 

 � Alat-alat Angkutan 29.138.659.930,00  25.249.852.091,00 

 � Alat Bengkel dan Alat Ukur 230.365.000,00  224.365.000,00 

 � Alat Pertanian 3.074.138.750,00  1.162.042.750,00 

 � Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.434.147.970,00  12.399.911.500,00 

 � Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.078.003.254,00  1.696.291.650,00 

 � Alat Kedokteran 3.566.289.708,00  1.676.599.708,00 

 � Alat Laboratorium 878.994.883,00  878.994.883,00 

 � Alat Peraga dan Alat Olah Raga 377.034.100,00  377.034.100,00 

 � Peralatan Keamanan 60.000,00  60.000,00 

 Jumlah 61.213.736.544,00  49.101.194.631,00 

 

3.3 Gedung dan Bangunan 89.311.598.868,00  78.176.032.169,00 

 Merupakan saldo gedung dan Bangunan per 31 Desember 2006 dan 2005, terdiri dari: 

 � Gedung Kantor 25.897.212.051,00  23.621.199.128,00 

 � Gedung Rumah Sakit 16.646.535.276,00  16.646.535.276,00 

 � Gedung Rumah Dinas 4.188.908.161,00  3.908.003.161,00 

 � Gedung Pertemuan 470.600.000,00  470.600.000,00 

 � Gedung Sekolah 34.045.674.607,00  28.416.585.047,00 

 � Bangunan Pertokoan/Pasar 4.499.328.760,00  4.282.828.760,00 

 � Bangunan Sarana Olah Raga 126.000.000,00  126.000.000,00 

 � Bangunan Kegunaan Lainnya 3.437.340.013,00  704.280.797,00 

 Jumlah  89.311.598.868,00  78.176.032.169,00 
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3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 115.082.242.890,00  100.014.374.163,00 

 
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian 

sebagai barikut : 

 � Jalan Kabupaten 85.956.662.461,00  73.777.542.129,00 

 � Jembatan Daerah 15.434.826.924,00  15.434.826.924,00 

 � Bangunan Air dan Irigasi 8.338.128.530,00  6.934.199.435,00 

 � Instalasi Air Minum 1.245.331.875,00  1.231.834.375,00 

 � Instalasi Air Limbah/Kotor 44.961.900,00  0,00 

 � Instalasi Listrik 1.132.839.000,00  1.091.675.000,00 

 � Instalasi Telepon 10.000.000,00  10.000.000,00 

 � Jaringan Air Minum 2.297.847.700,00  1.452.139.300,00 

 � Jaringan Listrik 597.417.000,00  57.929.500,00 

 � Jaringan Telepon 24.227.500,00  24.227.500,00 

 Jumlah 115.082.242.890,00  100.014.374.163,00 

 

 
     

3.5 Aset Tetap Lainnya 2.311.228.330,00  2.086.470.330,00 

 Merupakan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 � Buku 1.744.934.130,00  1.689.524.130,00 

 � Terbitan Berkala 7.101.700,00  7.101.700,00 

 � Barang-barang Perpustakaan 16.294.000,00  16.294.000,00 

 � Barang Bercorak Seni dan Budaya 62.727.000,00  58.267.000,00 

 � Hewan Ternak 153.500.000,00  68.300.000,00 

 � Tanaman 326.671.500,00  246.983.500,00 

 Jumlah 2.311.228.330,00  2.086.470.330,00 

 

 
3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 7.843.473.517,00  5.893.279.127,00 

 Merupakan saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 � Pembangunan Jalan 0,00  0,00 

 � Pembangunan Gedung Kantor 3.415.393.151,00  430.330.405,00 

 � Pembangunan Rumah Dinas 269.850.000,00  269.850.000,00 

 � Pembangunan Gedung Sekolah 3.198.484.722,00  3.289.169.722,00 

 � Pembangunan Gedung Pertemuan 85.929.000,00  85.929.000,00 

 � Pembangunan Bangunan Lainnya 873.816.644,00  1.818.000.000,00 

 Jumlah 7.843.473.517,00  5.893.279.127,00 
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4.1 Aset Lain-lain 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 Merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 � Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 � Investasi Saham pada PD Perkebunan 

NAD 

 

0,00 

  

0,00 

 Jumlah  1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 

5.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 13.129.960,00  0,00 

 Merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2006 dan 2005 

dengan rincian sebagai berikut: 

 � Utang PPh Pasal 21 0,00  0,00 

 � Utang PPh Pasal 22 1.740.182,00  0,00 

 � Utang PPN 11.389.778,00  0,00 

 � Utang Setoran Wajib Pegawai 0,00  0,00 

 � Utang Taperum 0,00  0,00 

 Jumlah  13.129.960,00  0,00 

     

5.2 Utang Jangka Pendek Lainnya 650.000.000,00  0,00 

 Merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya  per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 � Utang Titipan dari Dinas Sosial Prfovinsi 

NAD 

 

150.000.000,00 

  

0,00 

 � Utang Titipan Bantuan Masjid  500.000.000,00  0,00 

 Jumlah  650.000.000,00  0,00 

 

6.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) 56.350.823.822,00 

 

17.776.400.565,00 

 Merupakan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) per 31 Desember 2006 dan 2005 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 � Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun 

Lalu 

 

17.776.400.565,00 

  

2.505.062.730,00 

 � Penyertaan Modal di BUMD (25.500.000.000,00

) 

 (16.500.000.000,00

) 

 � Surplus Pendapatan 
64.074.423.257,00 

 
31.771.337.835,00 

 Jumlah 56.350.823.822,00  17.776.400.565,00 
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6.2 Cadangan Piutang 1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 Merupakan saldo cadangan piutang per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 � Cadangan untuk Piutang Pemberdayaan 

Ekonomi Rakyat 

1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 Jumlah  1.940.000.000,00  1.940.000.000,00 

 

6.3 Cadangan Persediaan 0,00  68.575.666,00 

 Merupakan saldo cadangan persediaan per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 � Cadangan untuk Persedian Alat Tulis 

Kantor 

 

0,00 

  

25.420.666,00 

 � Cadangan untuk Persedian Barang 

Lainnya 

 

0,00 

  

43.155.000,00 

 Jumlah  0,00  68.575.666,00 

 

7.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka 

Panjang 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

 Merupakan saldo diinvestasikan dalam inventasi jangka panjang per 31 Desember 2006 dan 

2005 dengan rincian sebagai berikut: 

 � Diinvestasikan Pada Bank BPD Aceh 8.565.000.000,00  6.065.000.000,00 

 � Diinvestasikan Pada PD. Kabupaten 

Simeulue 

 

88.000.000.000,00 

  

65.000.000.000,00 

 Jumlah 96.565.000.000,00  71.065.000.000,00 

 

7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 312.560.646.547,00  264.078.419.898,00 

 Merupakan saldo Diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 � Tanah 36.798.366.398,00  28.807.069.478,00 

 � Peralatan dan Mesin 61.213.736.544,00  49.101.194.631,00 

 � Gedung dan Bangunan 89.311.598.868,00  78.176.032.169,00 

 � Jalan, Irigasi dan Jaringan 115.082.242.890,00  100.014.374.163,00 

 � Aset Tetap Lainnya 2.311.228.330,00  2.086.470.330,00 

 � Kontruksi Dalam Pengerjaan 7.843.473.517,00  5.893.279.127,00 

 Jumlah 312.560.646.547,00  264.078.419.898,00 
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4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

  

II..  PPeennddaahhuulluuaann 

  

 Pemerintah Kabupaten Simeulue dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 

1999 tentang Pembentukan  Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. 

Kabupaten Simeulue terdiri dari 42 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah 

keseluruhan 212.512 ha.  Pulau terbesar adalah Pulau Simeulue yang luasnya 198.021 Ha, 

sedangkan 41 buah pulau lainnya luasnya adalah 14.491 Ha. Secara geografis Kabupaten 

Simeulue terletak pada posisi 02°15’–02°55’ Lintang Utara (LU) dan 95°40’–96°30’ Bujur 

Timur (BT), dengan batasan wilayah sebagai berikut : 

∼ Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia 

∼ Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia 

∼ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat 

∼ Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia 

Sebagai daerah kabupaten yang belum lama dibentuk, Pemerintah Kabupaten Simeulue 

mengemban amanah berat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman 

masyarakat .  

Dengan visi “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih untuk Melahirkan Masyarakat Simeulue 

yang Madani, Adil dan Sejahtera”, Pemerintah Kabupaten Simeulue  mengupayakan dengan 

segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.  

Ukuran pencapaian keberhasilan pemerintah kabupaten Simeulue dalam mengemban amanat 

masyarakat untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, diantaranya 

direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja makro yang setiap tahun selalu diukur oleh 

Badan Pusat Statistik dalam bentuk angka pertumbuhan ekonomi. 

Angka Pertumbuhan ekonomi kabupaten Simeulue terus meningkat dari 1,72% pada tahun 

1999 menjadi 3,53% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa program 

pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue  telah 

menunjukkan kerangka yang konstruktif bagi pertumbuhan perekonomian regional 

menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Disamping itu pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan juga terus 

meningkat.  Peningkatan pendapatan dalam tiga tahun terakhir yakni dari sebesar                     
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Rp160.409.674.566 pada tahun 2004, menjadi Rp171.638.824.721 pada tahun 2005 dan 

kemudian menjadi Rp241.682.751.704 pada tahun 2006. Pendapatan daerah merupakan 

sumber pembiayaan bagi belanja daerah. Peningkatan pendapatan daerah bermakna 

peningkatan kemampuan daerah atas pembiayaan belanja daerah  untuk pembiayaan 

pembangunan daerah dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kedua hal tersebut hanya sebagian dari indikator pencapaian tujuan yang telah 

diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai pelayan masyarakat 

yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat selaku client dari pemerintah daerah. 

Menjelang berakhirnya tahun 2004, yakni pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi 

musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Musibah tersebut membawa korban ratusan ribu jiwa serta luluh 

lantaknya fisik sarana dan prasarana. Hal tersebut dirasakan pula di wilayah Pulau 

Simeulue. Disamping jatuhnya korban jiwa, perumahan penduduk dan sarana umum 

serta gedung perkantoran juga hancur sebagai dampak dari bencana tersebut. 

Selanjutnya, selagi bencana tersebut masih segar dalam ingatan, pada tanggal 28 

Maret 2005 terjadi lagi bencana serupa,  Pulau Simeulu, Pulau Nias dan daratan 

Sumatera bagian utara dilanda bencana gempa bumi berkekuatan 8,2 pada Skala 

Richter. Bencana tanggal 28 Maret 2005 membawa dampak yang lebih berat bagi 

Pulau Simeulue. Disamping memakan korban jiwa, guncangan gempa bumi juga 

mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk, sarana peribadatan, gedung-

gedung sekolah, fasilitas umum  maupun kantor pemerintah, termasuk perkantoran 

Pemerintah Kabupaten Simeulue dan kantor Bupati Simeulue. 

Bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2004 dan kuartal pertama tahun 2005 

tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada materi APBD Kabupaten 

Simeulue  tahun 2005 dan tahun 2006.  

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh 

para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat  Catatan atas 

Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami  

Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan 
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agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.  

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bahagian dari Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat 

penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Arus Kas yang berisi informasi 

pelaksanaan APBD 2006 yang meliputi: 

∼ Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

∼ Ihktisar pencapaian kinerja keuangan 

∼ Kebijakan akuntansi yang penting 

∼ Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

∼ Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi 

tambahan lainnya. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi 

Daerah Istimewa Aceh; 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4575); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 

tentang Pedoaman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005. 

 

1.3. Kebijakan Fiskal/keuangan 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal 

mengadung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan 

sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan 

Daerah. 

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan 

Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, 

sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas 

dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang 

menugaskan. 

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan kepada masyarakat 

berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak 

dan retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta 
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bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Dan Daerah juga diberikan 

kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas 

Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk 

penyediaan sarana dan prasarana Daerah. 

Kemudian Penyusunan APBD Tahun 2006 didasarkan pada pendekatan kinerja 

yang mengutamakan output, outcome, dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang 

direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, 

adil, efesien dan efektif. Transparasi dan akuntabilitas merupakan wujud 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara 

disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan 

belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan yaitu prinsip partisipatif untuk 

mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta prinsip anggaran kinerja 

yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur. 

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

fiskal meliputi : 

 

1. Pendapatan Asli Daerah. 

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber 

penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya 

masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Daerah diberikan 

kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak 

dan retrIbusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi 

tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan 

yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. 

 

2. Dana Perimbangan. 

a. Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (Revenue Sharing). 
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Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi 

yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan 

bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1999. 

b. Dana Alokasi Umum. 

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup 

besar. Oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk 

Dana Perimbangan. 

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak 

antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara 

Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25 % dari 

Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan 

memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki 

kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang 

mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif 

besar.  

c. Dana Alokasi Khusus. 

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal 

dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah  untuk membantu membiayai kebutuhan 

khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana 

dalam APBN. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan 

menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama 

dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan dikawasan transmigrasi, 

kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan 

terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer dan (ii) kebutuhan yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan 

penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana 

Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Daerah penghasil. 
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Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan 

Pemerintah Daerah penghasilan Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan 

reboisasi kawasan hutan di Daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu 

kegiatan yang menjadi prioritas nasional. 

 

3. Pinjaman Daerah. 

Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat 

menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari 

Dalam Negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari Luar Negeri dengan 

persetujuan Pusat. 

Sumber Pinjaman adalah dari dalam negeri (dari Pemerintah Pusat, atau dengan penerbitan 

obligasi) dan dari Luar Negeri, dengan persetujuan dan melalui Pemerintah Pusat. 

 

IIII..  KKeebbiijjaakkaann  AAkkuunnttaannssii 

 

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue  

meliputi: 

 

2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Simeulue  memberikan wewenang kepada Bagian Keuangan 

Sekretariat Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah untuk mengelola administrasi 

keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya. 

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah selaku entitas 

pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan, 

dan fungsi akuntansi. 

Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  
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2.2. Basis akuntansi  

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk 

pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi 

anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

neraca. 

 

2.3. Pengakuan dan Pengukuran 

Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera 

pada dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lainnya yang dipersamakan 

sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran. 

 

Pengakuan Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah 

nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan 

posnya masing-masing. 

 

Pengakuan  Investasi 

Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu 

kriteria: 

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa 

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. 

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. 

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran 

kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi 

anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang 

diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 
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Secara umum Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menetapkan kebijakan 

akuntansi berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan..  

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dihasilkan mulai dari proses 

pencatatan jurnal transaksi, pemindahbukuan ke buku besar, penyesuaian-penyesuaian 

pos-pos akrual, dan pengikhtisaran. 

Untuk tahun anggaran 2006, jurnal transaksi atas anggaran dan realisasi anggaran 

dilakukan secara manual dan melalui program Aplikasi SAKD  yang dikembangkan 

oleh BPKP Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam. 

Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan adalah Surat Tanda Setor 

(STS) dan dokumen lainnya yang dipersamankan sedangkan dasar pencatatan 

pengeluaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban 

(SPJ). 

 

Laporan yang dihasilkan dari Aplikasi SAKD setiap periode dapat dicetak laporan 

keuangan beserta laporan lainnya berupa buku besar, laporan bulanan dan  triwulan. 

Format laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006, sistem, dan prosedur mengikuti 

ketentuan Kepmendagri 29 tahun 2002 namun format laporan keuangan telah 

mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005. 

Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan 

mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. 

 

1. PERSEDIAAN 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk 

digunakan; misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis 

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti 

komponen bekas. 
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Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, 

suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, 

bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. 

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi 

(misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras). 

 

1) Pengakuan Persediaan 

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam 

pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan 

sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak 

dimasukkan sebagai persediaan. 

 

2) Pengukuran 

Persediaan disajikan sebesar: 

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan 

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa 

mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah 

biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. 

(2)   Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya 

standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan 

yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan 

secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi 

persediaan. 

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 

 



 31  

3) Pengungkapan 

Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam 

catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula: 

(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 

(2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat ; 

(3) Kondisi persediaan; 

(4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, 

misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. 

 

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, 

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

2.  ASET TETAP 

1) Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, 

misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 

hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan 

dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat 

Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen. 

 

(1)  Pengakuan 

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah 

terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum 

seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan 

bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat 
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bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi 

pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik 

sebelumnya. 

 

(2)  Pengukuran 

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga 

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, 

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. 

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah 

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 

dimusnahkan. 

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga 

taksiran pada saat perolehan. 

 

(3)  Pengungkapan 

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam 

catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian 

yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

menurut jenis tanah yang menunjukkan: 

- Penambahan; 

- Pelepasan; 

- Mutasi Tanah lainnya. 

 

2)  Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli 

atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa 

Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu 

Titik Kontrol. 
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(1) Pengakuan 

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada 

periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah 

belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. 

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung 

dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. 

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya 

meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan 

adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan 

pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan 

dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan 

Bangunan tersebut. 

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena 

peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, 

peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. 

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan 

berkurangnya kuantitas aset tersebut. 

 

(2) Pengukuran 

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran 

pada saat perolehan. 

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan 

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang 

terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan 

meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, serta jasa konsultan. 
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(3) Pengungkapan 

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. 

Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: 

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

• Penambahan; 

• Pengembangan; dan 

• Penghapusan; 

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung 

dan Bangunan; 

 

3. PERALATAN DAN MESIN 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud 

fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel 

dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, 

Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, 

Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, 

Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat 

Peraga, serta Unit Proses/Produksi. 

 

1) Pengakuan 

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode 

akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja 

modal yang diakui untuk aset tersebut. 

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan 

Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. 

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: 

penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah 

peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, 
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diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan 

pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. 

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena 

peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan 

efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. 

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan 

berkurangnya kuantitas aset tersebut. 

 

2) Pengukuran 

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran 

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai 

siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari 

pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta 

biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai 

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi 

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan. 

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 

 

3) Pengungkapan 

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di 

dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

- Penambahan; 

- Pengembangan; dan 

- Penghapusan; 
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(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan 

dan Mesin. 

 

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, 

Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan. 

 

1) Pengakuan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada 

periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah 

belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. 

Pengakuan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya 

meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah 

peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, 

diperluas, atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan 

pada harga perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut. 

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena 

peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan 

efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. 

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan 

berkurangnya kuantitas aset tersebut. 

 

     2) Pengukuran 

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap 

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap 

pakai. 
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Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui 

kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa 

konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. 

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara 

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari 

meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama. 

 

3) Pengungkapan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. 

Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: 

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

- Penambahan; 

- Pengembangan; dan 

- Penghapusan; 

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan. 

 

5. ASET TETAP LAINNYA 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah 

dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah 

Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, 

Hewan, Ikan, dan Tanaman. 
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1) Pengakuan 

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode 

akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal 

yang diakui untuk aset tersebut. 

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap 

Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. 

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: 

penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset 

Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. 

Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset 

Tetap Lainnya tersebut. 

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan 

berkurangnya kuantitas aset tersebut. 

 

2) Pengukuran 

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi 

pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya 

perizinan. 

Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi 

biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan 

jasa konsultan. 

 

3) Pengungkapan 

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di 

dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

Penambahan dan Penghapusan; 

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap 

Lainnya. 
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6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 

Karena Konstruksi Dalam Pengerjaan belum diatur dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi 

dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, maka Konstruksi Dalam 

Pengerjaan belum diproses dalam SABMN sehingga langsung dibukukan oleh Unit 

Akuntansi Keuangan dan hanya disajikan dalam Neraca. Konstruksi Dalam 

Pengerjaan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam 

Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. 

 

1) Pengakuan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk 

digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika 

biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses 

pengerjaan. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan 

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan 

sesuai dengan tujuan perolehannya. 

 

2) Pengukuran 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: 

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup 

biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, 

peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana 
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dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan konstruksi. 

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan 

dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi 

tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan 

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: 

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat 

penyelesaian pekerjaan; 

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan 

pelaksanaan kontrak konstruksi. 

 

3) Pengungkapan 

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. 

Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: 

(1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian 

dan jangka 

(1) Waktu penyelesaiannya; 

(2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 

(3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

(4) Uang muka kerja yang diberikan; 

(5) Retensi. 

 

7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan 

ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 

 

8. ASET BERSEJARAH (Heritage Assets) 

Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut 

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan 

budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan 

bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti 

candi, dan karya seni (works of art). 

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu 

aset bersejarah, 

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara 

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; 

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat 

pelepasannya untuk dijual; 

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu 

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; 

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat 

mencapai ratusan tahun. 

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak 

terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama 

bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, 

warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya 

tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. 

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan 

sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk 

seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam 

kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada 

pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan 

untuk ruang perkantoran. 

Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti 

aset tetap lainnya. 
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IIIIII..  IIkkhhttiissaarr  KKiinneerrjjaa  KKeeuuaannggaann 
 

 

Perkembangan realisasi dan rencana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten 

Simeulue adalah sebagai berikut : 

 

1. Realisasi Pendapatan Sampai Dengan 31 Desember 2006 

(dalam Rupiah) 

No Uraian Anggaran Realisasi % 

A Pendapatan Asli Daerah 950.342.929,00 4.506.462.515,00 474,19 

1. Pendapatan Pajak Daerah 161.000.000,00 686.888.620,00 426,64 

2. Pendapatan Retribusi Daerah 713.342.929,00 1.131.202.967,00 158,58 

3. Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

 

 

0,00 

 

 

1.150.693.988,00 

 

 

0,00 

4. Lain-lain PAD Yang Sah 76.000.000 1.537.676.940,00 2.023,26 

     

B Pendapatan Transfer 219.809.738.063,00 235.994.717.643,00 107,36 

1. Transfer Pemerintah Pusat – 

Dana Perimbangaan 214.909.738.063,00 228.945.508.425,00 106,53 

2. Transfer Pemerintah Provinsi 4.900.000.000,00 7049.209.218,00 143,86 

3. Transfer Pemerintah Pusat – 

Lainnya 0,00 0,00 0,00 

    

Jumlah 220.760.080.992,00 240.501.180.158,00 108,94 

 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue per 31 Desember 2006 tergolong 

masih rendah yakni sebesar Rp4.506.462.515 sedangkan total anggaran pendapatan 

keseluruhan adalah sebesar Rp240.501.180.158, berarti kontribusi PAD terhadap 

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar 1,87%. Dengan demikian ketergantungan 

keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat dirasakan sangat besar yaitu 

sebesar 98,13%. 

 

Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak Daerah, Retribusi, bagi laba 

Usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang tertera dalam 
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tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang paling besar 

penerimaannya adalah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah 

sebesar 34,12%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 

25,53%, retribusi daerah sebesar 25,10% sedangkan dari pajak daerah sebesar 

15,24%. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam 

tahun 2006 tidak memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.  

 

Pengelolaan aset daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada publik masih perlu ditingkatkan dengan menyediakan 

berbagai fasilitas umum. 

 

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan tahun 2006 sebesar 

Rp235.994.717.643 terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 

Rp15.551.713.154 dan Rp37.274.795.271; Dana Alokasi Umum sebesar 

Rp149.309.000.000; Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi sebesar 

Rp26.810.000.000; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp7.049.209.218. 

Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan 63,27% dari total penerimaan dana 

perimbangan, atau 62,07% dari total penerimaan APBD Kabupaten Simeulue, hal 

ini menunjukkan ketergantungan yang cukup besar APBD Kabupaten Simeulue 

terhadap Dana Alokasi Umum. Sehubungan dengan hal tersebut hendaknya 

pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besarnya Dana Alokasi Khusus 

untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue. 

 

Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan 

keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan 

efesiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali 

sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan 

keuangan baik dari pemerintah pusat dalam penyediaan fasilitas pelayanan 

publik. 
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2. Realisasi Belanja Tahun 2006 

(dalam Rupiah) 

No Uraian Anggaran Realisasi % 

A Belanja Operasi 140.743.331.221,00 125.579.799.932,00 89,23 

1. Belanja Pegawai 73.506.831.136,00 67.252.249.380,00 91,49 

2. Belanja Barang 54.731.715.085,00 47.358.918.842,00 86,53 

3. Subsidi 5.868.235.000,00 4.892.714.250,00 83,38 

4. Bantuan Sosial 6.636.550.000,00 6.075.917.450,00 91,55 

     

B Belanja Modal 84.351.888.429,00 48.482.226.649,00 57,48 

1. Belanja Tanah 7.394.892.019,00 6.643.296.920,00 89,84 

2. Belanja Peralatan dan 

Mesin 
 

13.391.129.098,00 

 

12.138.129.413,00 90,64 

3. Belanja Gedung dan 

Bangunan 
 

32.484.032.961,00 

 

13.962.783.728,00 42,98 

4. Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
 

30.843.306.351,00 

 

15.513.258.588,00 50,30 

5. Belanja Aset Tetap 

Lainnya 

 

238.528.000,00 

 

224.758.000,00 94,23 

     

C Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 2.364.730.330,00 78,82 

     1. Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 2.364.730.330,00 78,82 

 Jumlah 228.095.219.650,00 176426.756.901,00 77,35 

 

 

3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2006 

(dalam Rupiah) 

No Uraian Anggaran Realisasi % 

A Penerimaan Pembiayaan 32.835.138.658,00 17.776.400.565,00 54,14 

1. Penggunaan SiLPA 32.835.138.658,00 17.776.400.565,00 54,14 

     

B Pengeluaran Pembiayaan 25.500.000.000,00 81.850.823.822,00 320,98 

1. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Berjalan 

 

0,00 

 

56.350.823.822,00 

 

~ 

2. Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah 

 

25.500.000.000,00 

 

25.500.000.000,00 

 

100,00 

     

C Pembiayaan Bersih 7.335.138.658,00 (64.074.423.257,00) (873,53) 
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IIVV..  PPeennjjeellaassaann  PPooss--ppooss  LLaappoorraann  KKeeuuaannggaann 
 

 

4.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos 

 

4.1.1.  Pendapatan 

 

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah 

 

4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (4.1.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Pendapatan 

Pajak Daerah  per  

31 Desember 2006. 

686.888.620,00 161.000.000,00 

 

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar   Rp686.888.620,00 terdiri  dari:  

∼ Pajak Hotel Rp 5.770.000,00 

∼ Pajak Restoran Rp 20.200.000,00 

∼ Pajak Hiburan Rp 1.724.000,00 

∼ Pajak Reklame Rp 28.260.000,00 

∼ Pajak Penerangan Jalan Rp 111.934.030,00 

∼ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  

Rp 

 

519.000.590,00 

Jumlah Rp 686.888.620,00 

 

4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah (4.1.2) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Pendapatan 

Retribusi Daerah  per  

31 Desember 2006. 

1.131.202.967,00 713.342.929,00 

 

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar  Rp1.131.202.967,00 terdiri dari :  

∼ Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 63.396.190,00 

∼ Retribusi Pelayanan Sampah Rp 57.301.000,00 

∼ Retribusi Penggantian Cetak Akte Catatan 

Sipil 

 

Rp 

 

2.720.000,00 

∼ Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan  

Rp 

 

16.000.000,00 

∼ Retribusi Pelayanan Pasar Rp 39.925.000,00 

∼ Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan 

Daerah 

 

Rp 

 

85.083.330,00 

∼ Retribusi Jasa Usaha Terminal Rp 20.014.200,00 

∼ Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Rp 0,00 

∼ Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak Rp 72.220.000,00 

∼ Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal Rp 19.287.980,00 
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∼ Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Diatas 

Air 

 

Rp 

 

49.476.600,00 

∼ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 65.400.000,00 

∼ Retribusi Izin Gangguan Rp 22.318.000,00 

∼ Retribusi Izin Trayek Rp 200.000,00 

∼ Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan 

Tanah 

 

Rp 

 

15.000.000,00 

∼ Retribusi Air Bersih Rp 16.460.000,00 

∼ Retribusi Hasil Bumi dan Industri Rp 586.400.667,00 

∼ Retribusi Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ) 

 

Rp 

 

0,00 

Jumlah Rp 1.131.202.967,00 

 

4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

(4.1.3) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Pendapatan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan  per 31 

Desember 2006. 

1.150.693.988,00 0,00 

 

4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang sah (4.1.4) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Lain-lain PAD 

yang sah per 

31 Desember 2006. 

1.537.676.940,00 76.000.000,00 

 

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.537.676.940,00 

terdiri  dari: 

∼ Penerimaan Jasa Giro Rp 619.227.865,00 

∼ Penerimaan Bunga Deposito Rp 216.630.136,00 

∼ Sumbangan Pihak III Rp 48.859.930,00 

∼ Biaya Pengambilan Dokumen Tender Rp 4.750.000,00 

∼ Air Port Tax Lasikin Rp 51.691.100,00 

∼ Biaya Pengurusan Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi 

 

Rp 

 

17.350.000,00 

∼ Biaya Pengurusan Surat Ijin Tempat Usaha 

(SITU) 

 

Rp 

 

63.565.909,00 

∼ Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan Rp 6.200.000,00 

∼ Biaya Pengurusan Akte Badan Hukum 

Koperasi 

 

Rp 

 

1.750.000,00 

∼ Biaya Sandar Kapal Rp 0,00 

∼ Biaya TDP Rp 1.500.000,00 

∼ Pendapatan Lain-lain yang Sah Rp 506.152.000,00 

Jumlah Rp 1.537.676.940,00 
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4.1.1.2. Pendapatan Transfer 
 

4.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan (4.2.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat- Dana 

Perimbangan per  

31 Desember 2006. 

228.945.508.425,00 214.909.738.063,00 

 

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan   sebesar 

Rp228.945.508.425,00  terdiri  dari :  

∼ Bagi Hasil Pajak Rp 15.551.713.154,00 

∼ Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Rp 37.274.795.271,00 

∼ Dana Alokasi Umum Rp 149.309.000.000,00 

∼ Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Rp 26.810.000.000,00 

Jumlah Rp 228.945.508.425,00 
 

4.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Provinsi (4.2.3) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Pendapatan 

Transfer Pemerintah Provinsi per 

31 Desember 2006. 

7.049.209.218,00 4.900.000.000,00 

 

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.049.209.218,00 berupa 

Bantuan Keuangan untuk Kabupaten/Kota terdiri  dari :  

∼ Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp 938.124.018,00 

∼ Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp 6.111.085.200,00 

Jumlah Rp 7.049.209.218,00 

 

4.1.2. Belanja 

 

4.1.2.1. Belanja Operasi 

 

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai (5.1.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Pegawai 

per 31 Desember 2006. 
67.252.249.380,00 73.506.831.136,00 

 

4.1.2.1.2. Belanja Barang (5.1.2) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Barang 

per 31 Desember 2006. 
47.358.918.892,00 54.731.715.085,00 
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4.1.2.1.3. Belanja Subsidi (5.1.4) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Subsidi 

per 31 Desember 2006. 
4.892.714.250,00 5.868.235.000,00 

 

4.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial (5.1.6) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Sosial 

per 31 Desember 2006. 
6.075.917.450,00 6.636.550.000,00 

 

4.1.2.2. Belanja Modal  

 

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah (5.2.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Modal 

Tanah per 31 Desember 2006.  
6.643.296.920,00 7.394.892.019,00 

 

4.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5.2.2) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin per 31 

Desember 2006. 

12.138.129.413,00 13.391.129.098,00 

 

4.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5.2.3) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan per 31 

Desember 2006. 

13.962.783.728,00 32.484.032.961,00 

 

4.1.2.2.4. Belanja  Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5.2.4) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Modal 

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 

Desember 2006. 

15.513.258.588,00 30.843.306.351,00 
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4.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya (5.2.5) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Modal 

Aset Tetap lainnya per 31 

Desember 2006. 

224.758.000,00 238.528.000,00 

 

4.1.2.3. Belanja Tak Terduga 

 

4.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga (5.3.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Belanja Belanja 

Tak Terduga per  

31 Desember 2006. 

2.364.730.330,00 3.000.000.000,00 

 

4.1.3. Pembiayaan 

 

4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan 

4.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA (7.1.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo buku besar 

penggunaan SiLPA per  

31 Desember 2006. 

17.776.400.565,00 32.835.138.658,00 

 

 

4.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

 

4.1.3.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (7.2.1) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo buku besar  Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Berjalan per 31 Desember 

2006. 

56.350.823.822,00 0,00 

 

4.1.3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (7.2.2) 

Uraian 
Realisasi  2006 

(Rp) 

Anggaran 2006 

(Rp) 

Merupakan saldo Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah per 31 

Desember 2006. 

25.500.000.000,00 25.500.000.000,00 
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4.1.4. Aset 

 

4.1.4.1. Aset Lancar 

4.1.4.1.1. Kas di Kas Daerah  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Buku Besar 

Kas per 31 Desember 2006, 

tersebut terdiri atas : 

56.780.505.432,00 17.776.400.565,00 

� Uang Tunai  0,00 0,00 

� Bank BPD Aceh  15.077.370.565,00 7.635.522.282,00 

� Bank Syariah Mandiri  21.039.324.553,00 5.946.670.346,00 

� Bank BRI  1.954.053.674,00 1.694.207.937,00 

� Deposito Berjangka 1 Bulan   2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 

� Kasbon  16.209.756.640,00 0,00 

Jumlah 
 

56.780.505.432,00 17.776.400.565,00 

 

4.1.4.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran.  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Buku Besar Kas  

di Bendahara Pengeluaran Per 31 

Desember 2006 dan 2005.  

233.448.350,00 0,00 

 

4.1.4.1.3. Persediaan  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo hasil Opname 

terhadap persediaan berupa ATK 

yang tersisa per  

31 Desember 2006 dan 2005. 

0,00 68.575.666,00 

 

4.1.4.2. Investasi Jangka Panjang 

4.1.4.2.1. Investasi Permanen  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Investasi 

permanen per 31 Desember 2006 

dan 2005. 

96.565.000.000,00 71.065.000.000,00 
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4.1.4.3. Aset Tetap 

4.1.4.3.1. Tanah 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Tanah per  

31 Desember 2006 dan 2005. 
36.798.366.398,00 28.807.069.478,00 

 

4.1.4.3.2. Peralatan dan Mesin  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Buku Besar 

Peralatan dan Mesin per  

31 Desember 2006 dan 2005. 

61.213.736.544,00 49.101.194.631,00 

  

4.1.4.3.3. Gedung dan Bangunan  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Buku Besar 

Gedung dan Bangunan per 31 

Desember 2006 dan 2005. 

89.311.598.868,00 78.176.032.169,00 

 

4.1.4.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Jalan, Irigasi 

dan Jaringan per 31 Desember 

2006 dan 2005. 

115.082.242.890,00 100.014.374.163,00 

 

4.1.4.3.5. Aset Tetap Lainnya  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aset lainnya per 

31 Desember 2006 dan 2005 

berupa: 

2.311.228.330,00 2.086.470.330,00 

� Buku  1.744.934.130,00 1.689.524.130,00 

� Terbitan Berkala  7.101.700,00 7.101.700,00 

� Barang-barang Perpustakaan  16.294.000,00 16.294.000,00 

� Barang Bercorak Seni dan Budaya   

62.727.000,00 

 

58.267.000,00 
� Hewan Ternak  153.500.000,00 68.300.000,00 

� Tanaman  326.671.500,00 246.983.500,00 

Jumlah  2.311.228.330,00 2.086.470.330,00 
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4.1.4.3.6. Konstruksi Dalam Penyelesaian 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Konstruksi dalam 

Penyelesaian per 31 Desember 2006 

dan 2005. 

7.843.473.517,00 5.893.279.127,00 

 

4.1.4.4. Aset Lainnya 

4.1.4.4.1. Aset Lain-lain 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aset lain- lain per 

31 Desember 2006 dan 2005, 

berupa: 

1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 

� Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

(PER) 

  

1.940.000.000,00 
 

 

4.1.5. Kewajiban 

4.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek 

4.1.5.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Utang Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK) per 31 

Desember 2006 dan 2005. 

13.129.960,00 0,00 

 

4.1.5.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Utang Jangka 

Pendek Lainnya per 31 Desember 

2006 dan 2005. 

650.000.000,00 0,00 

 

4.1.6. Ekuitas Dana 

4.1.6.1. Ekuitas Dana Lancar 

4.1.6.1.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  

per 31 Desember 2006 dan 

2005. 

56.350.823.822,00 17.776.400.565,00 
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4.1.6.1.2. Cadangan Piutang 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Cadangan 

Piutang   per 31 Desember 2006 

dan 2005. 

1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 

 

4.1.6.1.3. Cadangan Persediaan 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Cadangan 

Persediaan   per 31 Desember 

2006 dan 2005. 

0,00 68.575.666,00 

 

 

4.1.6.2. Ekuitas Dana Investasi 

4.1.6.2.1. Investasi Dalam Investasi Jangka Panjang 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Investasi dalam 

Investasi Jangka Panjang per 31 

Desember 2006 dan 2005, berupa 

investasi pada: 

96.565.000.000,00 71.065.000.000,00 

� Pada Bank BPD Aceh  8.565.000.000,00 6.065.000.000,00 

� Pada PD. Kab.  Simeulue  88.000.000.000,00 65.000.000.000,00 

Jumlah  96.565.000.000,00 71.065.000.000,00 

 

4.1.6.2.2. Investasi Aset Tetap 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Investasi 

Aset Tetap per 31 Desember 

2006 dan 2005. 

312.560.646.547,00 264.078.419.898,00 
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4.1.7. Komponen-komponen Arus Kas 

4.1.7.1.  Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

4.1.7.1.1. Arus Kas Masuk 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas 

Masuk per 31 Desember 2006 

dan 2005 terdiri dari : 

240.501.180.158,00 171.638.824.721,00 

� Pendapatan Pajak Daerah  686.888.620,00 133.314.384,00 

� Pendapatan Retribusi Daerah  1.131.202.967,00 549.183.632,00 

� Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

 

 

 

1.150.693.988,00 

 

 

0,00 

� Lain-lain PAD yang Sah  1.537.676.940,00 515.023.506,00 

� Transfer Pemrintah Pusat – 

Dana Perimbangan 
 

 

228.945.508.425,00 

 

165.488.982.072,00 

� Transfer Pemerintah Provinsi  7.049.209.218,00 4.952.321.127,00 

� Pendapatan Lainnya  0,00 0,00 

Jumlah  240.501.180.158,00 171.638.824.721,00 

 

 

4.1.7.1.2. Arus Kas Keluar  

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas 

Keluar per 31 Desember 2006 

dan 2005 terdiri dari: 

127.944.530.252,00 107.311.312.790,00 

� Belanja Pegawai  67.252.249.380,00 51.720.188.555,00 

� Belanja Barang  47.358.918.842,00 35.232.487.303,00 

� Subsidi  4.892.714.250,00 5.191.594.802,00 

� Bantuan Sosial  6.075.917.450,00 9.438.007.900,00 

� Belanja Tak Terduga  2.364.730.330,00 5.729.034.230,00 

� Bagi Hasil Pendapat Lainnya  0,00 0,00 

Jumlah  127.944.530.252,00 107.311.312.790,00 
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4.1.7.2.  Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 

4.1.7.2.1  Arus Kas Keluar 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas 

Keluar per 31 Desember 2006 

dan 2005 terdiri dari: 

48.482.226.649,00 32.556.174.096,00 

� Belanja Tanah  6.643.296.920,00 6.070.374.079,00 

� Belanja Peralatan dan Mesin  12.138.129.413,00 10.773.829.868,00 

� Belanja Gedung dan Bangunan  13.962.783.728,00 12.765.102.599,00 

� Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  15.513.258.588,00 2.712.774.050,00 

� Belanja Aset Tetap Lainnya  224.758.000,00 234.093.500,00 

Jumlah  48.482.226.649,00 32.556.174.096,00 

 

4.1.7.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan 

4.1.7.3.1  Arus Kas Masuk 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas Masuk 

Pencairan Dana Cadangan per 31 

Desember 2006 dan 2005. 

0,00 0,00 

 

 

4.1.7.2.1  Arus Kas Keluar 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas 

Keluar per 31 Desember 2006 

dan 2005.  

25.500.000.000,00 16.500.000.000,00 

 

4.1.7.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran 

 

4.1.7.4.1  Arus Kas Masuk 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan saldo Aliran Kas Masuk 

per 31 Desember 2006 dan 2005 

terdiri dari : 

663.129.960,00 0,00 

� Utang Taperum  0,00 0,00 

� Utang Setoran Wajib Pegawai  0,00 0,00 

� Utang  Pajak  13.129.960,00 0,00 

� Utang Lain-lain  650.000.000,00 0,00 

Jumlah  663.129.960,00 0,00 
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4.1.7.5.  Saldo Awal Dan Akhir Kas 

 

4.1.7.5.1  Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan Saldo Awal Kas 

Masuk per 31 Desember 2006 

dan 2005. 

17.776.400.565,00 2.505.062.730,00 

 

4.1.7.5.2 Saldo Akhir Kas 

Uraian 
2006 

 (Rp) 

2005 

 (Rp) 

Merupakan Saldo Akhir Kas 

Keluar per 31 Desember 2006 

dan 2005. 

57.013.953.782,00 17.776.400.565,00 
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GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan  
a. Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

b. Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

c. Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

d. Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

e. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK-RI Tahun Anggaran 2007. 

2. Tujuan Pemeriksaan 
Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada  kriteria: 

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsip 

akuntansi yang  ditetapkan dalam berbagai  peraturan perundang-

undangan. 

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) 

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 

3. Lingkup Pemeriksaan 
 Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2006 meliputi pengujian atas 

saldo akun-akun yang ada Laporan Realisasi Anggaran TA 2006, Laporan 

Aliran Kas TA 2006 dan mutasi angka pada akun Neraca TA 2006. 

4. Standar Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 

2006 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan BPK-RI 

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

dan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI. 

5. Batasan dan Kendala Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala 

bahwa Pemerintah Daerah belum memahami sepenuhnya sistem pembukuan 

berganda (double entry) dan dasar pencatatan akrual, saldo awal Neraca TA 
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2006 belum diakui kewajarannya dikarenakan penilaian atas Neraca awal 

belum dilakukan oleh lembaga independen bersetifikat di bidang penilaian 

aset sehingga pengujian substantif atas Neraca dilakukan hanya sebatas mutasi 

angka pada ayat-ayat yang terjadi pada TA 2006 
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